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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan Jawa 

Timur pada tanggal 24 - 29 Juni 2024 dapat disimpulkan bahwa: 

a. Tenaga Kesehatan memiliki peranan yang penting dalam mendorong terwujudnya 

kemandirian masyarakat dalam hidup sehat serta meningkatkan pelayanan kesehatan 

secara merata pada masyarakat luas. 

b. Mahasiswa telah memperoleh wawasan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman 

praktis mengenai tujuan, fungsi, tugas pokok, kedudukan dan wewenang dari Bidang 

Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 

c. Mahasiswa mengenal program-program Seksi Faralkes dalam menjalankan 

pekerjaan kefarmasian di Dinas Kesehatan. 

d. Mahasiswa telah mempelajari serta mengetahui gambaran nyata tentang 

permasalahan pekerjaan kefarmasian dalam Dinas Kesehatan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Dinas 

Kesehatan Jawa Timur pada tanggal 24 - 29 Juni 2024 dapat diberikan saran sebagai berikut: 

a. Mahasiswa calon Apoteker lebih mempersiapkan diri dengan meningkatkan 

pemahaman mengenai agar dapat melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker 

(PKPA) dengan baik. 

b. Mahasiswa diharapkan lebih aktif dan tanggap selama menjalankan praktek kerja 

profesi agar para calon apoteker mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak 

sehingga mampu mencapai semua apa yang menjadi tujuan yang direncanakan.
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